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Pj Gubernur Minta Bangun Runway 

 

 

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,29/1/2024 

 

Bupati:Sudah Diprogramkan dan Siap Lelang 

 

Kehadiran Pj Gubernur Akmal Malik Kala meresmikan gedung utama perkotaan 

Pemkab Mahulu membawa angin segar dalam peningkatan pembangunan infrastruktur 

ke depan. Ia juga bernazar akan memfasilitasi subsidi ongkos naik pesawat bila ada 

runway di Mahulu. 

UJOH BILANG-Pernyataan itu disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat 

sambutan di awal acara peresmian perkantoran tersebut. Ia mengajak bersama-sama 

membangun daerah perbatasan. Karena membangun daerah yang baru dibuka tidaklah 

mudah dan tidak bisa dilakukan sendiri saja. 

“Melalui tersedianya kantor bupati yang representatif mudahan ke depan infrastruktur 

seperti jalan bisa lanjut lagi.”sebut Pj Akmal Malik, Jumat (26/1). 

Dia juga berkomitmen dengan melihat kendala dan kekurangan yang ada terutama jalur 

transportasi yang masih susah, di bawah masa kepemimpinannya subsidi ongkos 

terbang bisa dilaksanakan. Hal tersebut bisa dilakukan jika Pemkab Mahulu telah 

membangun runway untuk pesawat. 

“Segera nanti bangun runway, agar kami di provinsi bisa membantu menyubsidi 

pesawat yang terbang ke sini (Ujoh Bilang),”jelasnya. 

Terkait jumlah terbang dirinya menuturkan, bisa dilakukan tiga kali dalam seminggu 

bahkan dirinya mengaku sudah berkomunikasi dengan Ibu Susi Pujiastuti, dan hasilnya 
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owner penerbangan daerah terpencil itu siap menerbangkan caravan ke jalur Ujoh 

Bilang, Mahulu. 

“Sehingga nanti hasil panen dari sini seperti kakao dan sebagainya bisa diangkut. Kita 

tidak ingin Mahulu tertinggal, kita ingin Mahulu sejajar dengan sembilan daerah kota 

atau kabupaten lain,”tegasnya. 

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menanggapi dengan semangat ihwal bantuan 

subsidi tersebut, perencanaan pembangunan bandara memang sedari awal menjadi salah 

satu program strategis sejak dirinya menjabat di masa periode keduanya. Pembangunan 

runway sudah di depan mata. 

Namun dengan keterbatasan anggaran runway dibangun harus sepanjang 800 meter. “Itu 

sudah diprogramkan dan siap dilelang, jadi ini tahap perintis dulu. Nanti setelah Pilpres 

nanti baru di-support dari APBDi Pusat kita bangun lanjutan untuk kelas UTR,” 

paparnya. 

Selain meresmikan Kompleks Perkantoran Pemkab Mahulu, Pj Gubernur Akmal Malik 

juga menyerahkan Bantuan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 

55 titik di Jalan Poros Long Hubung-Datah Bilang, Kecamatan Long Hubung, 

Kabupaten Mahulu tahun 2023 senilai Rp1.449.250.000. 

Juga ada penyerahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, 

Desa Matalibag, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahulu, tahun 

2023.(*/sya/kri/k8) 

 

Sumber berita: 

1. Kaltimpost, Pj Gubernur Minta Bangun Runway, 29/01/24 

 

Catatan: 

Dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 6 Peraturan Presiden  Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur, dijelaskan sebagai berikut: 

4.  Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak   

yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan 

mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial 

masyarakat dapat berjalan dengan baik. 

5. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai 

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
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Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan 

Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 

 

 
i Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 


